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ABSTRAK

Diciptakannya laki-laki dan perempuan adalah untuk saling mengenal satu
sama lainnya, agar manusia saling mencintai, serta hidup berdampingan dengan
damai dan sejahtera. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Allah mensyariatkan
pernikahan dengan adanya sebuah ikatan lahir batin manusia untuk hidup bersama
antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang kekal,
dan bahagia. Namun pernikahan tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau
ucapan perempuan itu sendiri, apalagi jika perempuan yang menikah itu adalah
seorang gadis dibawah umur, meka peran walilah yang menjadi penentu akan
sahnya pernikahan anak gadis tersebut, karena wali adalah merupakan syarat yang
paling urgen dalam pernikahan, seperti pendapat Imam Asy-Syafi’t “tidak sah
suatu pernikahan tanpa adanya wali”. Laulu bagaimanakah kedudukan seorang
wali bagi gadis dalam perkawinan menurut undang-undang no 1 tahun 1974
tentang perkawinan, apakah hanya memberikan izin atau harus menghadiri dalam
proses ijab gabul dalam pernikahan.

Berdasarkan kenyataan itu penulis merumuskan masalah yang menjadi
titik penelitian, yaitu; bagaimana Perwalian Nikah Bagi Gadis Di Bawah Umur
Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan? Dan apa saja pesamaan dan pebedaan mengenai perwalian nikah
bagi gadis di bawah umur antara kedua hukum tersebut?. Tuuannya adalah
mendeskripsikan bagaimana Perwalian Nikah Bagi Gadis di Bawah Umur
Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. Sekaligus memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang
perwalian nikah terhadap gadis di bawah umur.

Dalam menelaah permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian
pustaka melalui pendekatan normatif-yuridis dengan metode deskriptif-analisis
dan komparatif melalui teknik pengumpulan data yang diperoleh dari bahan
primer dan bahan sekunder. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis
induktif-komparatif. Fokus kajian dalam peneliitian ini  mencoba
mengkomparasikan perwalian nikah bagi gadis di bawah umur menurut hukum
islam dan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) .

Dari hasil pembahasan diketahui bahwa secara keseluruhan seputar
perwalian nikah bagi gadis di bawah umur, hukum Islam dan UUP sama-sama
mewajibkan adanya seorang wali dalam pernikahan. Keduanya sangat rigid
menjelaskan dan merinci sigpa sgja yang berhak menjadi dan memohon izin wali.
Sedangkan perbedaan yang fundamental antara keduanya adalah hukum Islam
tidak menjelaskannya secara rigid, karena hukum Islam memang tidak memberi
batasan usia, yang ada hanya syarat tamyiz dan balig saja. Sedangkan dalam UUP
secararigid menjelaskaanya sekalipun ada kontroversinya.

Oleh karena itu, perlu adanyarevisi atas peraturan perundang-undangan no 1
tahun 1974 tentang perkawinan karena terdgpat kontroversi dalam pasal 6 ayat 2
dan ayat 3. Hendaknya, UUP lebih mengedepankan nilai kesakralan praktik
perkawinan seperti tertuang dalam huklum Islam. Terkait dengan perwalian di
bawah umur, UUP hendaknya juga menjelaskan dengan terperinci dan jelas.
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MOTTO

Kegagalan Hanya Terjadi Bila Kita Menyerah
(Kiki Harun)

Pahlawan bukanlah orang yang berani
menetakkan pedangnya ke pundak lawan, tetapi
pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup

menguasai dirinya dikala ia marah.
(Nabi Muhammad SAW)

Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan
yang lain, tanpa kita kehilangan semangat

(Abraham Lincoln)

“Inna sirra an-najah fi al-hayah ihsan ash-shilah billah "azza
wa jalla”,
(Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah
membaikkan hubungan dengan Allah "Azza wa jalla).

(Wahbah Az Zuhaili)
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A. Konsonan Tunggal
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| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< ba b be

] tal t te

< s s es (dengan titik di atas)
d jim ] je

z hal h ha (dengan titik di bawah)
d kha kh ka dan ha

3 dal d de

3 7al z zet (dengan titik di atas)
J ra r er

J zai z zet
o sin S es
o syin sy esdan ye
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ol dad
1 ta
& za
g ‘ain
¢ gain
o fa
d oaf
d kaf
J lam
a mim
o nun
3 waw
o hal
& hamzah
é ya

es (dengan titik di bawah)

de (dengan titik di bawah)

te (dengan titik di bawah)

zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik

ge
ef

qi
ka
‘el

em

apostrof

ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

ditulis

ditulis

Muta'addidah

‘iddah




C. Ta’ marbutah di Akhir Kata ditulish
dasa ditulis Hikmah
de ditulis illah
sl oY) 4 S ditulis Karamah al-auliya'
Jhdll 385 ditulis Zakah al-fitri
D. Vokal Pendek
o fathah ditulis a
Jad ditulis fa'ala
L kagah ditulis [
83 ditulis zukira
L dammah ditulis u
QA ly ditulis yazhabu
E. Vokal Panjang
1 Fathah + alif ditulis a
ddals ditulis Jjahiliyyah
2 Fathah + ya' mati ditulis a
] ditulis tansa
3 Kasrah + ya' mati ditulis il
s ditulis karim
4 Dammah + wawu mati ditulis i




=3 p ditulis Furid

F. Vokal Rangkap

1 Fathah + ya’ mati ditulis ai
oSiw ditulis bainakum
2 Fathah + wawu mati ditulis au
Js ditulis gaul

G. Voka Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof
] ditulis a’antum
ey ditulis u’iddat
a8l ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan

huruf "al".
VA ditulis al-Qur’an
i) ditulis al-Qiyas
slacd) ditulis al-Sama’
Caadd) ditulis al-Syam
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I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

oA Al g0 ditulis zawi al-furiid

A Ja) ditulis ahl al-sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang M asalah
Tujuan dari diciptakannya laki-laki dan perempuan adalah untuk saling

mengenal satu sama lainnya. Seperti yang difirmankan Allah:
> £ - - e
a9 -~ ¢ >¢ ~ > ¢ E-e
1,»}(&4»\01 Al anl e 7S el o 1595 las)
Di samping itu, Allah ciptakan manusia agar saling mencintai,

menghasilkan keturunan, serta hidup berdampingan dengan damai dan

sejahtera. Sebagai mana firman Allah:
= ° 2 > ¢ s o - - - £ _ _
J.a.?-j L@,;Jl \}iij \o’jji M‘U’A/ﬁ&l’ ol 4_9‘_3‘; BeS,
QﬁM})—dQ‘-’YJJJO‘ 4.A.>-J) obyv_%..u

NG

Jadi untuk merealisasikan tujuan tersebut, Allah mensyari’atkan
pernikahan. Allah tidak menghendaki manusia seperti makhluk lainnya yang
dalam menjalani hidupnya bebas tanpa ada aturan-aturan. Dipilihnya

pernikahan bagi manusia adalah untuk kehormatan dan martabat manusia itu

1
Al-Hujurat (49): 13.

2
Ar-Riim (30): 21.



sendiri. Sehingga dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan

diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa

pernikahan.3
Pernikahan tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan
perempuan itu sendiri. Sebab, perwalian merupakan syarat yang harus

terpenuhi demi keabsahan akad nikah. Dan yang mengakadkan haruslah

seorang Wali yang berhak. Dasarnya Firman AIIah:4
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Secara terminologis pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk

menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.6 Di dalam
bukunya “Nikah Sebagai Perikatan” Achmad Kuzari menafsirkan nikah
sebagai perikatan (akad), di mana pernikahan itu tidak akan ada jika tidak ada

interaksi antara ijab dan qgobul, karena rukun akad itu sendiri adalah ijab dan

3
Abidin dan H Aminuddin, Figih Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999). him. 2.

4
Muhammad bagir, Figih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunah Pendapat Para Ulama,
Mizan Media Utama, Bandung, 2002, him .57.

5
An-Nar (24): 32.

° Ahmad Azhar Basir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Gadjah Madja University
Pres, 1980), him. 1, lihat juga dalam Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta
CV Al-Hidayah, 1964), him. 1. Juga dalam Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi
Perbandingan Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-Negara Islam, (Jakarta: PT. Bulan
Bintang, 1988), him. 73.



Qobul.7 Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Muhammad Abu Zahrah,

bahwa adanya akad nikah hanya dikarenakan dua hal, yaitu ijab dan gabul.

Adapun vyang berkaitan dengannya harus dinamakan syarat.8 Karena
merupakan sebuah syarat, pernikahan harus dilakukan seorang wali dari pihak
wanita sesuai dengan syarat yang berlaku, juga harus ada saksi yang
terpercaya, dan adanya ijab sebuah pernyataan penyerahan dari wali yang
dijawab dengan gabzl oleh pihak laki-laki yang mau menikah dengan disertai

mahar atau maskawin. Semua ini merupakan sahnya suatu pernikahan dan

halal melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda.9

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya
perkawinan (nikah) menurut hukum Islam, wali nikah merupakan hal sangan
penting dan menentukan, bahkan menurut Asy-Syafi’i tidak sah nikah tanpa

adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki

tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. 0 Bersamaan dengan

! Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), him.
10-12. Pendapat ini didasarkan pada pandangan Mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa dalam
satu perikatan ada dua hal yang tidak terpisahkan yakni ijab dan gabul, sedangkan hal yang lain
semisal orangnya yang berakad merupakan konsekuensi logis dari terwujudnya suatu ijab atau
gabulnya, bukan rukun yang berdiri sendiri menjadi sebab terwujudnya suatu ijab atau gabulnya,.
Lihat Muhammad Salam Mazkur, Al-Figh al-Islami, al-Madkhal wa al-Amwal wa al-Huqug wa
al-Maliyah wa al-Uqud, (t.tp: Abdullah wa Hibatuh, 1955), hlm. 359.

8
Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal asy-Syahsiyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957 ),
him. 45-56.

9
H. Abdullah A. Djawas, Dilema Wanita Karir Menuju Keluarga Sakinah, (Yogyakarta:
ABABIL, 1996), him. 59.

10
Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H. Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilass HukumIslam), (Jakarta: BUMI AKSARA,
1996), him. 215.



kewajiban wali dalam perkawininan, wali juga dilarang mempersulit
perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang si wanita
mendapat pasangan yang sekufu.

Dalam kitab al-Mabsgiit ditulis, menurut abu Hanifah (80-150/696-767)
pendiri mazhab Hanafi, perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau
meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda,
sekufu atau tidak, adalah boleh. Hanya saja, kalau tidak sekufu, wali berhak
membatalkan (mempunyai hak ['tirad). Sementara menurut muhammad bin

al-Hasan as-Saibani (w. 189/805), murid dekat Abu Hanifah, status

perkawinannya boleh kalau sekufu dan tidak boleh kalau tidak sekufu.
Berbeda dengan Imam Malk pendiri Mazhab Malki, vyaitu dia
berpendapat bahwa tidak boleh wanita menikahkan diri sendiri, baik gadis
maupun janda. Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan wali
dalam perkawinan juga terlihat dualisme; antara harus hadir ketika akad nikah
dan cukup dengan izinnya saja. Pada satu sisi ditulis dasar yang mayoritas

menunjukkan harus adanya wali ketika melakukan akad nikah, misalnya: (i)
hadis larangan menikah wanita tanpa wali,12 dan (i) asar ‘Umar yang berisi

13
larangan yang sama.

11
Khoiruddin Nasution. Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Perundang-Undangan

Perkawinan MuslimKontemporer Di Indonesia Dan Malaysia (Jakarta: INIS, 2002), hal. 169.

S8l 2 535 Al-imam Sahnun bin Sa’id at-Tanukhi, al-Mudawwanah al-Kubra
(Beirut: Dar Sadir, 1323 H.), I1I:178 selanjutnya ditulis Sahniin

13
Khoiruddin Nasution. Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Perundang-Undangan
Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (Jakarta: INIS, 2002), him. 174.



Sejalan dengan harus ada dan/atau izin wali, wali juga dilarang

mempersulit perkawinan, berdasarkan surah al-Bagarah (2): 232, ditambah

dengan sejumiah hadis.14 Sebagai upaya menghilangkan kesulitan tersebut,
hakim boleh menjadi wali bali bagi mereka yang tidak mempunyai wali nasab,
atau sebagai ganti bagi wali nasab yang mempersulit. Dasar penetapannya,

menurut mazhab Maliki, adalah hadis larangan mempersulit dan jangan mau

dipersulit ( _)_»=a¥ 5 ) »a¥). Hanya saja wali nasab menempati urutan yang

pertama.15

Akan halnya dengan persetujuan dan kebebasan wanita (calon istri)
memilih pasangan, Imam Malik membedakan antara gadis dengan janda.
Untuk janda harus lebih dahulu ada persetujuan dengan tegas sebelum akad
nikah. Sedang gadis dan janda yang masih belum dewasa dan belum
dicampuri suami ada perbedaan antara bapak sebagai wali dan wali diluar
bapak. Bapak sebagai wali berhak memaksa anak gadisnya (hak ijbar) untuk
nikah. Sebaliknya, wali diluar bapak tidak mempunyai hak ijbar. Disebutkan *
orang yang boleh memaksa wanita menikah hanyalah bapak terhadap anak

gadis dan terhadap anak laki-laki kecil, tuan terhadap hambanya (mungkin

maksudnya hamba kecillbelum dewasa), dan wali terhadap anak yatim.16 Di

14
Hadis-hadis dimaksud adalah:

(1) & Lowa Ledl s Lead s (ga Lgmmily (3] Y

(2) Lol G sl i) ‘
(3) W& (As¥ (e (s Halulls by LealSid Ll 5 (3 il ans 51 yal L
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15
Sahniin, al-Mudawwanah, I1l: 162.

16
Diperkuat dengan kasus seorang paman yang minta pendapat Malik tentang boleh atau



tempat lain ditegaskan : “tidak ada orang yang boleh memaksa wanita

menikah kecuali bapak terhadap anak gadisnya”.17 Sementara wali di luar
bapak hanya boleh menikahkan gadis kalau ada persetujuan dari gadis yang
bersangkutan. Pada bab “minta persetujuan wanita (gadis dan janda / al-
ayyim)”, sebagaimana ditulis az-Zargani (1055-1122 H), Imam Malik
mengutarakan hadis yang menunjukkan harus minta izin untuk menikahkan

wanita, gadis atau janda.

Dengan demikian, berdasarkan hadis dan atsar tersebutlg, menurut
Imam Malik, seperti yang dijelaskan az-Zargani, persetujuan gadis dalam
perkawinan hanyalah sunnah atau sebagai penyempurna, tanpa persetujuannya
pun perkawinan dapat dilakukan wali. Sementara persetujuan dari janda
hukumnya wajib. Sejalan dengan itu, hak janda terhadap dirinya daripada wali
pada pernikahan adalah hak memberikan persetujuan bukan menikahkan.
Adapun yang berhak menikahkan adalah wali. Dengan kata lain, seorang
janda tetap tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.

Sedangkan menurut Imam asy-Syafi’i, kehadiran wali menjadi salah

satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad

nikah perkawinannya tidak sah." Bersamaan dengan kewajiban wali dalam

tidaknya memaksa anak gadis saudaranya yang bodoh (as-Safinah), yang menolak dinikahkan
dengan seorang, ternyata Malik menjawab negative, harus ada persetujuan dari si gadis. Ibid., 155

17
Ibid., 1ll: 157. Dalam al-Muwatta’ juga diriwayatkan L&) s W sil Lea s 50 S8 & Imam
Malik, al-Muwatta’, “ Bab an-Nikah” , hadis No. 967.
18 N " 1
Leals O Ly 3ol Y

19
Khoiruddin Nasution. Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Perundang-Undangan



perkawinan, wali juga dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di
bawah perwaliannya sepanjang si wanita mendapat pasangan yang sekufu.
Dasar keharusan wali, dan sekaligus larangan wali mempersulit,
menurut asy-Syafi’i, adalah al-Quran dan hadis Nabi. Dari al-Quran dicatat
dalam al-Bagarah (2): 232, an-Nisa’ (4): 34 dan 25. Dalam al-Bagarah (2):

232 kata yang secara khusus menunjukkan larangan mempersulit sekaligus
harus ada persetujuan (rida) dari wali adalah (® shand 8, Dengan mencatat

sebab turunnya ayat ini, asy-Syafi'i berkesimpulan ayat ini menunjukkan tiga
hal, yakni: (i) keharusan menyelesaikan masa ‘iddah untuk nikah lagi; (ii)

larangan  wali mempersulit perkawinan wanita yang ada dibawah

perwaliannya dan (iii) harus ada pesetujuan (rida) wali dalam perkawinan.20
Kaitannya dengan kebebasan dan persetujuan wanita (calon istri)
dalam perkawinan, imam asy-Syaft'i mengklasifikasikan wanita kepada tiga
kelompok, yakni: (i) gadis yang belum dewasa, (i) gadis dewasa dan (i)
janda. Untuk gadis yang belum dewasa yang batasan umurnya adalah belum
berusia. 15 tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh
menikahkan tanpa seizin si  wanita lebih dahulu, dengan syarat
menguntungkan dan tidak merugikan sang anak. Sebaliknya, wali tidak boleh
memaksa menikahkan kalau merugikan atau menyusahkan sang anak. Dasar
penetapan hak ijbar menurut asy-Syafi’i, adalah tindakan nabi yang menikahi

A’isyah ketika masih berumur enam atau tujun tahun, dan mengadakan

Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia (Jakarta: INIS, 2002), him. 176.

20 |pid., him. 177.



hubungan setelah berumur sembilan tahun. Tindakan Abu Bakar yang
menikahkan anaknya yang masih belum dewasa, ditambah dengan alasan
bahwa semua urusan anak kecil merupakn tanggung jawab ayahnya oleh asy-
syafi’i dijadikan dasar untuk menetapkan adanya hak ijbar bapak pada anak
yang belum dewasa dengan catatan gadis berhak memilih (khiyar) kalau kelak
sudah dewasa.

Adapun perkawinan anak gadis dewasa, ada hak berimbang antara
bapak (wali) dan anak gadisnya. Hak bapak didasarkan pada sebaliknya
(mafhum mukhallafah) hadis yang menyatakan, janda lebih berhak kepada
dirinya. Menurut asy-Syaf’'i, mafhum mukhallafah hadis ini adalah bapak
lebih  menentukan urusan perkawinan anak gadisnya, meskipun dianjurkan
musyawarah antara kedua belah pihak (anak gadis dewasa tersebut dengan
wali / bagpak), berdasarkan surat Ali-Imran (3): 169.

Dari penjelasan asy-Syafi’l, akhirnya terlihat bahwa dalam kasus gadis
dewasa pun hak wali melebihi hak gadis. Kesimpulan ini didukung dengan
ungkapan asy-Syafr’i, izin gadis bukan lagi suatu keharusan (fard), tetapi

hanya sekedar pilihan (ikhtiyar). Sedangkan perkawinan janda harus ada izin

secara egas dari yang bersangkutan.21

Sedangkan Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan, akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada
pegawai pencatat nikah atau P3NTR atau orang lain yang menurut pegawai

pencatat nikah (P3NTR) adalah dianggap memenuhi syarat:

21
Ibid,. him. 179.



99.

1. Akad nikah dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah (P3NTR),
yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan dihadiri oleh dua orang
saksi

2. Apabila akad nikah dilaksanakan di luar ketentuan di atas, maka kedua
calon pengantin atau walinya harus memberitanukan kepada pegawai

pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal calon istri (pasal 23 PMA

nomor 3 tahun 1975).22
Dalam pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975
tersebut diatur lagi sebagai berikut:

1. Pada waktu akad nikah, calon suami dan wali nikah datang sendiri
menghadap PPN (P3NTR).

2. Apabila calon suami atau wali nikah tidak hadir pada waktu akad nikah
disebabkan keadaan memaksa, maka dapat diwakilkan oleh orang lain.

Sekarang timbul pertanyaan apakah yang dimaksud wali menurut

Peraturan Mentri Agama Nomor 3 tahun 1975 ini ? Kkita harus mempelajarinya

secara sistematis dari pasal 6 undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang

perkawinan yang mengatur sebagai berikut:

1. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21
(dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6
ayat (2)).

2. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau

dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

2
Saleh Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), him.
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dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6
ayat (3)).

3. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak
mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang
yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam
garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat
menyatakan kehendaknya.

Sekarang timbul pertanyaan lagi siapa wali nikah yang diatur oleh
pasal 23 dan 25 PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 3 tahun 1975 itu?
Apakah orang tua calon mempelai (bapak atau ibu) ataukah orang lain yang
memelihara anak yang menikah itu karena orang tuanya meninggal dunia atau
dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, tidak diperoleh
penjelasan karena penjelasan dari pasal tersebut secara resmi mengatakan
cukup jelas, padahal belum jelas.

Demikian juga dalam dalam pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun
1974, yang harus diteliti oleh pengawas pencatat nikah tidak ada keharusan
izin orang tua atau wali nikah.

Sedangkan menurut hukum Islam, wali nikah adalah Bapak, bilamana
tidak ada bapak, Kakek (Bapak dari Bapak) yang kedua-duanya merupakan
wali mujbir (memaksa), jadi salah seorang dari orang tua yaitu, Bapak bukan
kedua orang tua. Dan juga lantas bagaimanakah kedudukan seorang wali

apakah hanya memberikan izin atau harus menghadiri dalam proses ijab gabul



11

dalam halnya perkawinan bagi gadis di bawah umur.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka sangat signifikan
dan urgen bagi penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai “ Perwalian Nikah
Bagi Gadis Di bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

B. Rumusan M asalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dan agar pembahasan nantinya
dapat terarah dengan baik, penyusun perlu mengidentifikasi pokok-pokok
masalah yang perlu dibahas.
Adapun pokok-pokok masalah ini adalah:
1) Bagaimana perwalian nikah bagi gadis di bawah umur menurut hukum
Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2) Apa persamaan dan perbedaan mengenai perwalian nikah bagi gadis di
bawah umur menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 T entang Perkawinan ?

C. Tujuan dan Kegunaa Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perwalian nikah bagi
gadis di bawah umur dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 T entang Perkawinan
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2) Untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang perwalian

nikah terhadap gadis di bawah umur

Kegunaan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk memberikan pemahaman baru terhadap masalah-masalah perwalian
nikah bagi gadis di bawah umur
2. Untuk menambah sumbangan pemikiran pada khasanah ilmu pengetahuan
baik hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan.

. Telaah pustaka

Hasil penelusuran penulis terhadap literatur-literatur yang membahas
kedudukan wali dalam perkawinan secara umum sangat mudah untuk
didapatkan, baik yang berbentuk kitab tafsir, kitab hadits, kitab figih, undang-
undang, buku-buku bacaan maupun skripsi.

Kitab tafsir yang membahas tentang kedudukan wali dalam
perkawinan antara lain adalah Tafsr al-Qurtubi karya abu Abdullah
Muhammad ibnu Ahmad ibnu Abi Bakar ibnu Farrah al-Anshori al-Khozraji
(600-671 H / 1204-1273 M). Dalam tafsir tersebut dipaparkan pandangan
Sa’id ibnu al-Musasyyab, al-Hasan, al-Bashri, Umar ibnu Abdul Aziz, Jabir
ibn Zaid, Sufyan al-Tsauri, ibnu Abi Layla, lbnu Syabramah, Ibnu al-
Mubarak, asy-Syafi’i, Ubaidullah ibnu al-Hasan, Ahmad, Ishaq dan Abu

Ubaid bahwa perkawinan tanpa wali tidak sah, Bahkan al-Anshori
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menyatakan bahwa Malik, Abi Tsaur dan ath-Thabari juga berpandangan
seperti pandangan di atas.

Adapun skripsi yang membahas tentang wali adalah “ Kedudukan Wali
Nikah Dalam Perkawinan Anak Di bawah Umur Menurut Pandangan Mazhab
Hanafi Dan KHI”. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Syarifuddin ini
membahas tentang kedudukan wali nikah dalam perkawinan anak di bawah
umur menurut Madzhab Hanafi dan KHI. Pada dasarnya pandangan keduanya
menghendaki adanya wali dalam perkawinan dan keduanya sama-sama
menentukan adanya kebolehan melaksanakan perkawinan di bawah umur dan

terdapat kemungkinan untuk melaksanakannya, meskipun masing-masing

menyatakan syarat-syarat tertentu adanya perkawinan anak dibawah umur. 2
Muhammad Arief Setiawan dalam karyanya “status wali nikah bagi
pelaku Incest” menyebutkan wali  (dari anak yang akan menikah) sebagai
pihak yang memiliki peran penting dalam perkawinan. Untuk melaksanakan
sebuah pernikahan, eksistensi wali nikah sangat diharapkan terutama dari
pihak perempuan. Akan tetapi bagi seorang pelaku incest tidak diperbolehkan
menjadi wali karena ia termasuk dalam kategori orang fasiq dan dicabut hak
perwaliannya untuk dialihkan kepada wali yang lain. Meskipun demukian,

wali termasuk dalam salah satu syarat perkawinan, tanpa adanya wali

hubungan perkawinan (anak) tidak terjadi secara otomatis. 2

23
Muh. Syarifuddin, “Kedudukan Woali Dalam Perkawinan Anak Dibawah Umur

Menurut Pandangan Madzhab Hanafi Dan KHI”, skripsi tidak diterbitkan. Fakultas syari’ah IAIN
SUKA,Yogyakarta 1997.

24
Muhammad Arief Setiawan, “Status Wali Nikah Bagi Pelaku Incest”, skripsi, Fakultas
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Khoiruddin Nasution didalam bukunya “Satus Wanita Di Asa
Tenggara: Sudi Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di
Indonesa Dan Malysa “menyatakan bahwa perundang-undangan dinegara
Islam dalam mendeskripsikan wanita dan peran wali dalam perkawinan
diklasifikasikan menjadi empat macam: 1) Harus ada wali atau izinnya. 2)
Boleh tanpa ada wali. 3) Harus ada persetujuan mempelai wanita. 4) ada hak
ijbar wali dan persetujuan mempelai wanita dalam sebuah akad perkawinan. la
menyimpulkan bahwa konsep perundang-undangan kedua Negara tersebut

memposisikan wanita lebih sejajar dengan laki-laki berbeda dengan Kkitab-

kitab figih tradisional. >’

Imam asy-Syaf’i dalam al-Umm, menjelaskan bahwa wanita yang
masih gadis (virgin) baik kecil ataupun sudah dewasa boleh dipaksa kawin
(ijbar) dengan pasangan hidup yang ditentukan oleh wali mujbir tanpa
persetujuan gadis tersebut, sedangkan wanita yang telah hilang virginitasnya
(janda) tidak boleh dipaksa kawin baik ia masih kecil ataupun sudah dewasa
karena kebebasan menentukan pilihan dan persetujuan ada pada dirinya

sendiri. Sifat kejandaan secara universal inilah yang menyebabkan gugurnya

ijbar dimiliki oleh bapak dan kakek.

Skripsi tentang “Ayat-Ayat Tentang Hak Ijbar Wali ” (Studi Dari

Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

25
Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Perundang-Undangan
Perkawinan MudimKontemporer di Indonesia dan Malysia, (Jakarta: INIS, 2002), him. 201.

26
Imam asy-Syafi’i, al-Umm, cet. ke-2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), V: 18-20. Lihat juga

ibn Rusydi al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid, him. 4-5.
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Perspektif Teori Hermeneutika Rahman).27

Adapun penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian
dan buku di atas. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengupas tentang
eksistensi wali dalam perwalian nikah bagi gadis di bawah umur. Apakah
keberadaaan wali hanya pemberi izin ataukah harus menghadiri dalam sebuah

akad pernikahan.

E. Kerangka Teori

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan sangat suci, ia merupakan
dambaan setiap pemuda dan pemudi. Namun di dalam mewujudkan hal
tersebut tidaklah mudah dan sembarangan, karena di dalam pernikahan ada
rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apabila kurang salah satu
rukun atau syaratnya maka menurut kesepakatan ulama figih tidak sah
pernikahan tersebut.

Di dalam bukunya “al-Figh al-islami wa adillatuh” Wahbah az Zuhailt

menguraikan rukun-rukun nikah yang harus dipenuhi adalah sebagaimana

berikut; 28

27
Maufur, “Ayat-Ayat Tentang Hak Ijbar Wali” (Studi Dari Perspektif Teori

Hermeneotik Rahman), skripsi tidak diterbitkan, fakultas syari’ah IAIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta 2003.

28 Wahbah Az Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, cet.ke-10, (Damaskus: Dar al-Fikr
2008), 1Vv:6521.2008), 1V:6520.
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1. Calon mempe lai laki- laki dan perempuan
2. Wali
3. Dua orang saksi

4. Akad

Adapun salah satu rukunnya adalah adanya wali dari pihak perempuan.
Apabila rukun ini tidak terpenuhi bahkan cenderung diabaikan maka sia-sialah
pernikahan yang dilaksanakan, sehingga seorang laki-laki belum resmi
memiliki seorang wanita yang dinika hinya.

Penelitian ini adalah suatu studi komparatif ternadap konsep perwalian
menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan. Bahan atau materi penelitian di dapat melalui suatu studi
kepustakaan (library research). Dalam hal ini teori yang penulis gunakan
adalah teori kritik sejarah Fazlur Rahman atau yang biasa disebut teori gerak
ganda (Double Movement ).

Fazlur Rahman, dalam artikelnya “toward reformulating the
methodol ogy of islamis law : sheikh yamani on public interest in Islamic law”
menyebut mentode ini dengan the systematic interpretation method, kemudian
dengan the correct method of interpretating the Qur’an (metode yang tepat
untuk menafsirkan al-Qur’an). Akhirnya, metode tersebut disempurnakan
dalam karyanya Idam And Modernity: Transformation Of An Intelectual
Tradition, dengan teori a double movement (suatu gerkan ganda).

Dalam buku tersebut, Fazlur Rahman menyebutkan “a double
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movement, from the present situation to the Qur’anic times, then back to the
present”. Suatu gerakan ganda, gerakan dari situasi sekarang ke masa al-
Qur’an diturunkan, kemudian gerakan kembali ke nasa sekarang.

Secara umum, proses-proses penafsiran yang ditawarkan Rahman
mempunyai dua gerakan ganda. Pertama, dari situasi sekarang menuju ke
masa turunya al-Qur’an dan kedua, dari masa turunnya al-Qur’an kembali
kepada masa kini. Gerakan pertama terdiri dari dua langkah yaitu pemahaman
arti atau makna dari suatu pernyataan al-Qur’an melalui cara mengkaji situasi
atau problem historis dimana pernyataan Kkitab suci tersebut turun sebagai
jawabanya. Dalam proses ini, kajian mengenai pandangan-pandangan kaum
muslimin —disamping bahasa, tata bahasa, gaya bahasa dan lain-lainnya—akan
sangat membantu sesudah hal itu diuji dengan pemahaman yang diperoleh dari
alQur’an sendiri. Setelah itu, langkah kedua yang harus diambil ialah
membuat  generalisasi  dari  jawaban-jawaban  spesifik  tresebut, dan
mengungkapkannya dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang memiliki
tujuan moral yang bersifat umum. Sesudah dua langkah pertama ini,
dilanjutkan menuju gerakan yang kedua yang berbentuk perumusan ajaran-
ajaran yang bersifat umum, dan kemudian meletakkannya ke dalam konteks
sosio-historis yang konkrit saat ini.

Melalui metode itu, Fazlur Rahman berupaya memahami alasan-alasan
yang diberikan al-Qur’an dan menyimpulkan prinsip-prinsip hukum atau
ketentuan umumnya. Dengan demikian, Fazlur Rahman mengesankan lebih

memilih signifkansi makna yang bersifat universal daripada makna tekstual
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yang terikat dengan peristiwa lokal historis. Dalam hal ini teori gerak ganda
tersebut penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji nas-nas terkait
dengan masalah perwalian nikah bagi gadis di bawah umur dengan langkah-
langkah seperti yang telah diuraikan.

Melalui metode tersebut, penulis berupaya untuk melihat dan
memahami persoalan perwalian di Indonesia yang unik. Keunikan tersebut
diakibatkan oleh konstalasi perundang-undangan yang diupayakan untuk
mengakomodir berbagai macam adat perwalian yang ada di wilayah
Indonesia. Sehingga pola konsepsi perundang-undangan pada mulanya
disandarkan terhadap teks gat’i hukum Islam, baik tercantum dalam al-Qur’an,
hadis maupun ijma’ ulama. Kemudian diadaptasikan dengan konteks
Indonesia, sehingga menghasilkan konsep perundang-undangan seperti yang
tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 UU NO. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Hal itu tidak lebih dimaksudkan untuk mendapatkan nilai kesejahteraan,
kesatuan antar bangsa, adat, dan budaya masyarakat Indonesia, khususnya

yang beragama Islam.

. Metode Penelitian

Setiap penelitian termasuk di dalamnya skripsi selalu meggunakan
metode . Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrument penting
agar suatu penelitian terlaksana dengan rasional dan terarah sehingga tercapai
hasil maksimal. Dalam penyusunan skripsi ini dugunakan berbagai metode

sebagai berikut:
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1) Jenis penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research).
Yaitu suatu penelitian  yang memanfaatkan  perpustakaan  untuk
memperoleh  data  penelitian.  Dalam  penelitian  ini  penyusun
menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, terutama menyangkut
tentang perwalian nikah bagi gadis di bawah umur.
2) Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif, analitis dan komparatif , yaitu
penyusun berusaha mendeskripsikan konsep perwalian nikah bagi gadis
di bawah umur kemudian dianalisis dan di komparasikan dengan kedua
perspektif hukum islam dan undang-undang tentang perkawinan.
3) Pendekatan Masalah
Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah ini
adalah pendekatan normatif-yuridis.
a. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang
masalah dari sudut legal-formal nya atau normativ nya. Maksud legal
formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak

boleh dan sejenisnya. Normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung

di dalam nash.29 Dalam skripsi ini, pendekatan tersebut digunakan
untuk memahami dan menggali lebih jauh mengenai perwalian nikah
bagi gadis di bawah umur dengan didasarkan pada norma-norma

hukum yang digunakan oleh ulama figh.

29
Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, cet-1, (Yogyakarta: ACAdeMIA
TAZZAFA, 2004), him. 141.
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b. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan ukuran

perundang-undangan.30 Dalam skripsi ini, penyusun berusaha mencari
korelasi keduanya.
Teknik pengumpulan data
Kajian ini merupakan kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah
karya-karya yang dihasilkkan oleh ulama figh, yang salah satunya akan
dijadikan sebagai sumber utama (primer) vyaitu, al-Umm Kkarya asy-
Syafi’l, Bidayah al-Mujtahid karya lbnu Rusy, kitab al-Figh ‘ala al-
Mazahib al-Arba’ah karya Abdurrahman al-Jaziri, Undang-undang No. 1
tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia.
Sedangkan sumber tambahan (sekunder) yaitu, merupakan kajian-kajian
yang membahas tentang konsep perwalian nikah yang dapat diperoleh
dari berbagai buku-buku dan media.
Analisis Data
Data yang terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif dengan
menggunakan instrument analisis induktif dan komparatif.
a. Analisis induktif, yaitu menganalisis produk pemikiran para ulama
Figh tentang perwalian nikah bagi gadis di bawah umur dan hal-hal
yang mempengaruhi pemikiran mereka serta konsep UU No 1 tahun

1974 kemudian disimpulkan secara komprehensif.

30
Ibid, him. 142
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b. Analisis komparatif, yaitu menganalisis data yang bersifat berbeda
dengan jalan membandingkan kedua perspektif tersebut kemudian

dicari korelasi diantara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini secara runtut terdiri dari lima bab.
Bab pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya mencakup beberapa
sub bahasan, antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi gambaran umum. Pada bagian ini penulis
mendeskripsikan syarat dan rukun perkawinan dalam Islam sehingga akan
dijumpai suatu landasan teori yang jelas.

Pada bab ketiga penulis akan mencoba memberikan gambaran dan
pandangan tentang konsep perwalian nikah bagi gadis di bawah umur dari
sudut pandang hukum Islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang
pernikahan.

Bab keempat berisi analisis komparatif antara hukum Islam dan UU
Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, yang mencakup letak persamaan dan
perbedaan antara kedua hukum tersebut.

Bab kelima adalah penutup yang merupakan akhir dari semua

pembahasan, berisikan kesimpulan dan saran-saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan skripsi ini penulis dapat menyimpulkan:

1. Bahwa keberadaan peraturan tentang perwalian nikah bagi gadis di bawah
umur yang disebutkan dalam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang
perkawinan (UUP) pada Pasal 6 belum sepenuhnya mengakomodir konsep
perwalian yang diatur dalam hukum Islam. Karena dalam hukum Islam
(penulis menggunakan pendapat Imam Syafi’1) disebutkan bahwa peran
wali tetap dominan dan wajib bagi seseorang yang akan menikah dengan
pelbagai perrinciannya, yaitu ayah, kakek dari garis ayah, saudara laki-
laki, paman dari garis ayah. Kecuali bagi wanita yang sudah pernah
menikah (janda), ia memiliki kewenangan untuk tidak memohon izin
menikah kepada orang tuanya. Akan tetapi dalam UU Perkawinan justru
terdapat kontroversi yang telah penulis jelaskan di atas, sehingga nilai-
nilai al-Qur’an (hukum Islam) tentang perwalian tidak terakomodir.

2. Terdapat persamaan diantara keduanya, yaitu hukum Islam dan undang-
undang perkawinan no 1 tahun 1974 tentang perkawinan sama-sama
mewajibkan keberadaanya dalam suatu ikatan pernikahan. Keduanya
sangat rigid menjelaskan dan merinci siapa saja yang berhak menjadi dan
memohon izin wali. Sedangkan perbedaan yang fundamental antara

keduanya adalah hukum Islam tidak menjelaskannya dengan rigid, karena
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hukum Islam memang tidak memberi batasan usia, yang ada hanya syarat
tamyiz dan balig saja. Sedangkan dalam UU Perkawinan secara rigid

menjelaskannya sekalipun ada kontroversinya.

. Saran-Saran

Dari seluruh bahasan yang tertuang dalam skripsi ini, penulis

memiliki beberapa saran, yaitu:

Dalam konsepsi UU Perkawinan tentang hukum perwalian yang
terkandung dalam Pasal 6 hendaknya dilakukan revisi atau kajian ulang,
karena menurut penulis terdapat kontroversi dalam Ayat 2 Ayat 3 UU
tersebut;

Hendaknya UU Perkawinan lebih mengedepankan nilai kesakralan praktik
perkawinan seperti tertuangdalam hukum Islam. Karena dalam pandangan
penulis konsepsi perwalian yang ada dalam UU Perkawinan cenderung
kurang mengakomodir peran walidengan jelas;

. Terkait dengan perwalian dibawah umur, hendaknya undang-undang no 1
tahun 1974 tentang perkawinan juga menjelaskannya dengan terperinci
dan jelas, yang penulis temukan dalam konsepsinya hanya izin perwalian
bagi orang yang ingin menikah dan belum berumur 21 tahun, sedangkan
yang sudah berumur 21 tahun atau lebih tidak dikenai peraturan tersebut,
artinya tanpa izin wali pun mereka dapat melangsungkan pernikahan, dan

inilah titik ko ntroversinya.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN......

DAFTAR TERJEM AHAN

N0.| FN | HLM |

TERJEM AH

BAB |

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling
mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling
tagwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
lagiMaha Mengenal.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia
menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, s upaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu,
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan
mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas
(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui

BAB Il
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Sebuah akad yang menghalalkan bagi kedua belah pihak
untuk b ersenang-senang sesuai dengan syariat.

24

Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum
kebo lehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri)
antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong
serta meberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan
kewajiban masing-masing
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Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok
tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu
bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang
baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan
Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuiNya. dan
berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.
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Dan barangsiapa mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-
orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka
Sesungguhnya pengikut (agama) Allahltulah yang pasti
menang.
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Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi
sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang
ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya.
mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

31

tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi
yang adil. Jika ada pernikahan tanpa itu maka pernikahannya
itu dianggap batal (HR. 1bnu Hiban)”

BAB 111
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48

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi
sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang
ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya.
mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
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Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir
menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.
barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari
pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri
dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah
memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya
kepada Allah kembali (mu).
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil
orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-
pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi
sebahagian yang lain. barangsiapa diantara kamu mengambil
mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu
termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak
memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
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62

49

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi
sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang




ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya.
mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
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50

Dan (ingatlah), ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa
salah satu dari dua golongan (yang kamu hadapi) adalah
untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak
mempunyai kekekuatan senjatalah yang untukmu, dan Allah
menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-
ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir,
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Dan janganlah kamu menkahi wanita-wanita musyrik,
sebelum mereka beriman.
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Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu,
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan
mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui.
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59

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu,
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan
mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui.
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Dari Abi Musa Al-Asy’ari dari ayahnya ra berkata Rosulullah
SAW bersabda; “tidak ada suatu pernikahan kecuali dengan
adanya wali” (HR. Ahmad dan imam empat dan dibenarkan
Ibnu Madini dan At-Turmidzi dan ibnu Hibban)
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Dari Aisyah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Tiap-tiap
wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal,
maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan
itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan
sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan
(berselisin), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang
yang tidak ada wali." (HR. Ahmad)
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Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa
iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi
mereka kawin lagi dengan bakal suaminya...”
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Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata : Nabi SAW bersabda:
"Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada




walinya dan anak gadis diminta pertimbangannya dan izinnya
adalah diamnya. Dan pada suatu riwayat Abu Daud dan An-
Nasa'l: "Tidak ada urusan wali terhadap janda; dan gadis yang
tidak mempunyai Bapak (yatimah)” (HR. Bukhori dan
Muslim).
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98

74

Dari Abi Musa Al-Asy’ari dari ayahnya ra berkata Rosulullah
SAW bersabda; “tidak ada suatu pernikahan kecuali dengan
adanya wali” (HR. Ahmad dan imam empat dan dibenarkan
Ibnu Madini dan At-Turmidzi dan ibnu Hibban)
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Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa
iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi
mereka kawin lagi dengan bakal suaminya...”
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76

Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak
cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi
beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman,...”
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Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang
kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga
Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang
lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya
(bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika
keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-
hukum Allah. ltulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya
kepada kaum yang (mau) mengetahui.
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78

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu)
menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.
kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa
bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri
mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu
perbuat.




BIOGRAFI TOKOH

Biografi | mam Asy-Syafi’l

Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 H, tahun wafatnya Imam Abu
Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-
Abbas bin Ustman bin Syafi'i bin al-Sa'ib bin 'Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim
bin Muthalib bin Abdi Manaf. Jadi, beliau kelak dikenal dengan nama kakek dari
kakeknya. Imam Syafi'i adalah satu-satunya imam mazab yang memiliki nasab
murni Arab dan bersambung dengan nasab Rasulullah pada kakek moyangnya,
Abdi Manaf.

Di masa kecilnya Imam Syafi'i hidup miskin. Namun ia memiliki ibu yang
luar biasa. Sang ibu yang berasal dari Azad merupakan muslimah yang ahli
beribadah dan berakhlak mulia. Jika kemudian Syafi'i menjadi ulama dan imam
besar, itu adalah saham ibunya yang mendidik Syafii sejak kecil dan
mengirimnya ke Makkah untuk menimba ilmu dari para ulama serta mencari garis
nasabnya agar bisa meneladani kemuliaan mereka.

Kita mengenal Imam Syafi'i sebagai ulhma fikih dan imam mazab yang
besar. Namun, kehebatan Imam Syafi'i tidak terbatas pada bidang itu. Seperti
disinggung di atas, Imam Syafi'i adalah seorang sastrawan dan ahli bahasa. Ahli
nasab dan sejarah. la juga terampil dalam berkuda dan memanah. Selain itu, Imam
Syafi'i juga ahli ilmu falak dan memiliki ilmu dasar kedok teran.

Karya Imam Asy-Syafi’1: Nama kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i sangat
banyak jumlahnya. Lebih dari 100 kitab itu sebagiannya kemudian dikodifikasi
dalam satu kitab besar bernama Al-Umm. Inilah kitab induk mazhab Syafi'i,
berisikan pikiran Imam Syafi'i yang sangat teliti, terperinci dan menyeluruh.
Selain Al-Umm, kitab Imam Syafi'i yang sangat terkenal adalah Ar-Risalah. K itab
yang disebut terakhir ini merupakan kitab ushul figih pertama di dunia. Kitab Ar-
Risalah merupakan model baru yang unik dalam hal metode ilmiah dan tata cara
istinbath dari dalil-dalil fikih, yang sampai sekarang dijadikan rujukan oleh para
ulama.

Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat di penghujung Rajab tahun 204 H.
Beliau wafat pada usia 54 tahun.



Biografi Wahbah Azzuhaili

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun,
Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-
Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan
ketakwaannya serta hafidz al-Qur’an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa
mendorong putranya untuk menuntut ilmu. (Subhanallah)

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada
tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun
hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal
awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas
Syari’ah di Universitas *‘Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ketika itu
Wahbah memperoleh tiga ljazah antara lain :

1. ljazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956

2. ljazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar
pada tahun 1957

3. ljazah B.A dari Fakultas Syari’ah Universitas ‘Ain Syam pada tahun 1957

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari’ah
Universitas Damaskus dan secara berturut - turut menjadi Wakil Dekan, kemudian
Dekan dan Ketua Jurusan Figh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. la
mengabdi selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Figh,
Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

Karya-Karya Wahbah Az Zuhaili: Wahbah al-Zuhayli menulis buku,
kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133
buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500
makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia
merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil
sampel seorang Imam Shafi’iyyah yaitu Imam al-Sayuti.

Kitabnya yang berjudul al-Figh al-Islami wa Adilatuhu dijadikan sumber
primer oleh banyak mahasiswa di berbagai Universitas di dunia seperti Pakistan,
Sudan, Indonesia dan lain sebagainya. Kitabnya yang berjudul Ushul al-Figh al-
Islami dijadikan buku wajib di beberapa Universitas Islam di Madinah dan Riyad

Diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut :

1. Atsaral-Harb fial-Fighal-Islami - Dirasat Mugaranah, Dar al-Fikr, Damsyiq,
1963.
2. Al-Wasit fi Usul al-Figh, Universiti Damsyig, 1966.
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AlFigh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al- Hadithah, Damsyiq, 1967.
Nazariat al-Darurat al-Syar’iyyah, Maktabah al-Farabi, Damsiq, 1969.
Nazariat al-Daman, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1970.

AlUsul al-Ammah li Wahdah al-Din alHagq, Maktabah al-Abassiyah,
Damsyiq, 1972.

Al-Alagat al-Dawliah fi al-I1slam, Muassasah al-Riisalah, Beirut, 1981.

8. AlFighal-Islami wa Adilatuh, (8 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1984.
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Dan masih banyak karya-karya yang lainnya.

Biogr afi K hoiruddin Nasution

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, tapanuli selatan (sekarang
mandailing natal [Madina]) Sumatra Selatan. Sebelum meneruskan pendidikan Sl
di fakultas Syari’ah IAIN SAunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren
Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli selatan tahun 1977 s/d 1982. Masuk IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-
1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal,
Kanada, dalam Islamic studis. Kemudian mengikuti program pascasarjana |AIN
Sunan Kalijaga tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. program tahun 1999-
2000 di McGill University, dan selesai S3 pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta tahun 2001. Pada bulan Agustus 2003 pergi ke Kanada (McGill
University Montreal) dalam rangka program kerja sama penelitian (Joint
Research) bersama Dr. lan J. Butler, dan bulan oktober 2003 s/d januari 2004
menjadi fellow di International Institute For Asia Studies (IIAS) Laiden
University .

Adapun di antara karya yang lahir dari suami Any Nurul Aini, dan bapak
tiga anak: Muhammad Khoriza Nasution (6 Oktober 1993), Takziya Amalia
Nasution (1 Maret 1996) dan Affan Yassir Nasution (11 Desember 1999) ini
ada lah:

1. Riba dan Poligami : Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad ‘Abduh.
Yogyakarta: pustaka pelajar kerja sama ACAdeMIA, 1996

2. Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadapa Perundang-Undangan
Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia Dan Malaysia. Jakarta : INIS,
2002

3. Fazlurrahman Tentang Wanita. Yogyakarta: Tazzafa& ACAdeMIA, 2002

4. Tafsir-tafsir baru di Era Multi Cultural. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga —
Kurnia Kalam Semesta, 2002

vii



5. Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan
Keberanjakan Uu Modern Dan Kitab-Kitab fikih. Jakarta: Ciputat Pres, 2003

Adapun tugas rutinnya adalah dosen tetap fakultas syari’ah dan
pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dosen tidak tetap pada: (1)
Program Magister studi islam (MSI-S2) Universitas Islam Indonesia Ull
Yogyakarta (2001-...... ), (2) program magister studi islam malang (UNISMA)
bekerja sama dengan UNU-Solo (2002-.....), (3) fakultas hokum (SI program
International) universitas islam Indonesia (2002-...), (4) sekolah tinggi ilmu
syari’ah/ Islamic business school (STIS-program Sl) Yogyakarta. Dan pernah
mengajar di program magister studi islam (MSI-S2) university muhammadiyah
Yogyakarta tahun 2001
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu
adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar
1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

BAB |
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha esa.

Pasal 2

@ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

@ Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri.
Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

2 Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang
apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4
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Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang,sebagaimana tersebut dalam
Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada
Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang
suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
C. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan,sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-
isteri dan anak-anak mereka;

C. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak
mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang
suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat
menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian
dari Hakim Pengadilan.

BAB Il
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6
Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)
tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan
tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup
diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan
kehendaknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk
menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau
keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama
mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3)
dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan
pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan
melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah
lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak
menentukan lain.

Pasal 7

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.



(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada
Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak
wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut
dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan
dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal

6 ayat (6).
Pasal 8
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara
seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya,;
C. berhubungan semenda, yaitu mertua,anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman
susuan;
e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal
seorang suami beristeri lebih dari seorang;
f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang
kawin.
Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam
hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk
kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi,sepanjang hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11
(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2)  Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan
Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12
Tatacara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB IlI
PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas
dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan
pihak-pihak yang berkepentingan.



(2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya
perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan,
sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon
mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut
dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak
dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak
mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12
Undang-undang ini tidak dipenuhi.

(2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih
lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana
perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat
perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan
perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali
permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu
melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7
ayat (1), Pasal 8,Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada
pencegahan perkawinan.

Pasal 21

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada
larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan
perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari
penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan
di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan
berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan
penolakan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan
ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar
supaya perkawinan dilangsungkan.



(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan
tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang
maksud mereka.

BAB IV
BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan,apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan.

Pasal 23
Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
b Suami atau isteri;
C. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
d Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang

mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi
hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak
dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru
dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana
perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak
berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua)
orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan
lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

2 Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini
gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan
akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan
perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila
perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila
pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau
isteri.

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan
tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya
gugur.
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Pasal 28

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan
hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama,
bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih
dahulu;

C. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka

memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan
mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V
PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan
bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat
perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga
tersangkut.

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama
dan kesusilaan.

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari
kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak
ketiga.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi
dasar dari susunan masyarakat.
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Pasal 31

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam
kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32
Suami isteri harus mem punyai tempat kediaman yang tetap.

Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami
isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir
bathin yang satu kepada yang lain.



Pasal 34

(1)  Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah
tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2)  Isteri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan
kepada Pengadilan.

BAB VII
HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-
masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing
sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah
pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya
untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-
masing.

BAB VIII
PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38
Perkawinan dapat putus karena:
a. kematian,
b. perceraian dan
C. atas keputusan Pengadilan.
Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2)  Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak
akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

(3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan
tersendiri.

Pasal 40
(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan
perundangan tersendiri.



Pasal 41
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-
mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan
anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang
diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban
tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

C. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan
dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX
KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 44

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia
dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan
tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang
berkepentingan.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

2 Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin
atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua
orang tua putus.

Pasal 46
(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan
keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak
dicabut dari kekuasaannya.



(2)  Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar
Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang
dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan
perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak
atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak
dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang
berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
b. la berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk
memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB Xl
PERWALIAN

Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di
bawah kekuasaan wali.

(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia
meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah
dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

(3)  Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-
baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

(4)  Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada
waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak
atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya
serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52
Terhadap wali berlaku juga Pasal48 Undang-undang ini.

Pasal 53

(1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-
undang ini.

2 Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54



Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya,
atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan
dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XIlI
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama
Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55
(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

(2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat
mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan
yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat
kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta
kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

(1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia
atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana
dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan
bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti
perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal
mereka.

Bagian Ketiga
Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara
dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan
kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58
Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat
memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan
kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang
kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59
@ Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan
menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum
perdata.



(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang
Perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat
perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah
dipenuhi.

(2)  Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1)telah dipenuhi dan karena
itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka
yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat
perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas
permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara
serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat
keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu
menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika
perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu
diberikan.

Pasal 61
(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu
kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti
keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan
hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa
keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-
undang ini.

Bagian Keempat

Pengadilan
Pasal 63
(1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

(2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIllI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64



Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi
sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah
sah.

Pasal 65

(1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun
berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan

berikut:

a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;

b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah
ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;

C. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak

perkawinannya masing-masing.

(2)  Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-
undang ini tidak menentukan lain, maka berlak ulahketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas
Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan
Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan
Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-
peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini,
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya
secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

SUDHARMONO, SH
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PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG
PERKAWINAN
UMUM
1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang

Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan
hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai
golongan dalam masyarakat kita.

Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan
berbagai daerah seperti berikut:

a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang
telah diresiplir dalam Hukum Adat;

b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;

C. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie
Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);

d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku
ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit
perubahan;

e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan
Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat merek a;

f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang

disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka
Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung
dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula
menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang
Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-k etentuan Hukum
Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

Dalam Undang-undang ini ditentukan Prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkayanan
dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan
perkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini adalah sebagai
berikut:

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu
suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan
materiil.

b. Dalam Undang-undang ini diny atakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan
disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan
pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya
kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi
yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang
bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya,
seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan
seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh
pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai
persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.



d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak
jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat
mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan
mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di
bawah umur.

Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan.
Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin,
mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur
yang lebih tinggi.

Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin
baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16
(enam belas) tahun bagi wanita.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan
sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadiny a
perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta
harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik
dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga
dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan
bersama oleh suami-isteri.

5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang
berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang
dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.

Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan

sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan
Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan
agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur
bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat
hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan
pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.

Pasal 2

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk
ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu
sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 3
(1) Undang-undang ini menganut asas monogami.

(2) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4
dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan
dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4
Cukup jelas.



Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

(1)  Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk
keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka
perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan
tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ketentuan dalam pasal ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut
ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) Undang-undang ini.

(2) Cukup jelas.

(3)  Cukup jelas.

(4)  Cukup jelas.

(5) Cukup jelas.

(6) Cukup jelas.

Pasal 7

@) Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur
untuk perkawinan.

2 Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang
pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen
(S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

(3)  Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga
yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-
benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami
maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22
Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13
Cukup jelas



Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut
ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.



Pasal 29
Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk tak"lik - talak.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-
masing.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-
hukum lainnya.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
(1) Cukup jelas.
(2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain
sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa
izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemauannya,

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih
berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan terhadap pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

(3)  Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpabh.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan"kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.



Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.
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